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Kala Pengantar

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan menyusun Laporan
Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas
semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja 2023.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih
banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan
kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan
kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi,
efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan
dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin, Februari 2024
KepatanBadan
Kesatuan Bangga dan Politik

Kabyp Balangan

H. SYAIFUNDIN TAILAH, S. Pd, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670403 199403 1 015
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Ringkasan Eksekutif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan salah ‘
satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta
Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok
membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah. Selain
tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan juga menyelenggarakan fungsi diantaranya :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. Pelaksanaan administrasi badan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah
ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan
target yang harus dicapai. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Berdasarkan perjanjian
kinerja tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
memiliki 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan

capaian di tahun 2023.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai, yaitu dari 2 (dua)
sasaran dan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, Indikator 1 (satu) indikator
yaitu Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan mendapatkan predikat
“Sangat Tinggi” dengan capaian sasaran sebesar 100%. Dan Sasaran Kedua
dengan 1 (satu) Indikator yaitu Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dengan
capaian 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan
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Politik Kabupaten Balangan merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari
lintas SKPD. Untuk Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan

menerapkan prinsip — prinsip good governance dan clean governance.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan sasaran dari
Reformasi Birokrasi. Dalam Good Governance dituntut manajemen berbasis kinerja
yakni dari menetapkan tujuan, pengukuran, target dan mengaitkan tujuan dan
sasaran serta aadanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate
sehingga penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas KKN.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk
meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan
kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi
masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi
responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan
untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing — masing individu pada
setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada
bagiannya.

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu  perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi
media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggunggjawaban
tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam
Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Laporan Kinerja
merupakan suatu laporan yang dicapai instansi pemerintah dari kegiatan yang
dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
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Berdasarkan Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pemerintah daerah maupun
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan untuk
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk
memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah
serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan menyusun media pertanggungjawaban Kkinerja yang
dituangkan dalam bentuk LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi

mengenai kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dimaksudkan
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program
dan kegiatan di Tahun 2023.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 kepada seluruh

stakeholders.

2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi
keberhasilan atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam
rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.

4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

D. Gambaran Umum SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah Badan
Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2021 Nomor 2,); dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun
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2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan.

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan
Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik
di Daerah

2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan
politik;
d. Pelaksanaan administrasi badan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 71
Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan
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Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan , terdiri dari
1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama terdiri dari :
a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri bari
a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
b. Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari :
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

v v
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL

v v

Sub. Bagian .
Program, Anggaran Sub. Bagian

& Keuangan Umum &
Kepegawaian

v v v

Bidan Bidang Bidang
9 Politik Dalam Negeri dan Politik Dalam Negeri dan
Kewaspadaan Nasional - -
; Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat
dan Penanganan Konflik
JF Analis Kebijakan Ahli | JF Analis Kebijakan Ahli | . - e
Muda (Sub Koordinator Muda (Sub Koordinator JF Analis Keb'la""’?” Ahli
X . Muda (Sub Koordinator
Bidang Bidang .
- . Bidang
Kewaspadaan Dini Dan Ideologi dan Wawasan Politik Dalam Negeri)
Kerjasama Intelejen) < Kebangsaan) <€ 9 <
JF Analis Kebijakan Ahli & JF Analis Kebijakan Ahli [ JF Analis Kebijakan Ahli 1€
Muda (Sub Koordinator Muda (Sub Koordinator Muda (Sub Koordinator
Bidang v Bidang Bidang
Penanganan Konflik) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Organisasi
Budaya dan Agama) Kemasyarakatan)
UPT
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c. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya
organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun
jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Balangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan Jumlah Pegawai

1. Eselon i 1
2. Eselon lli 4
3. Eselon IV 2
4 Jabatan Fungsional 5
5. Staf 7
6. Non PNS 28

JUMLAH 47

Tabel 1.2
SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

1. [ S-3 = = = - - -
2. | S-2 1 1 2 1 5
3. | S-1 = 3 = 5 2 15
4. | SM/ D-3 - - - - -
5. | D-2 & D-1 - - - - -
6. | SLTA - - - 3 3
7. | SLTP - - - - -
8. | SD - - - - -
JUMLAH 1 4 2 5 6 18
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Tabel 1.3
PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Jenis Kelamin

1. Laki-Laki 12
2. Perempuan 6
JUMLAH 18

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Balangan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai
pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :
1. Kendaraan
Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah
tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

adalah sebanyak 19 buah yang terdiri dari
Mobil Dinas : 3 buah
Sepeda Motor Dinas : 17 buah

2. Komputer, LCD dan Kamera
Komputer yang ada dan menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Balangan adalah 19 buah dan 17 buah laptop.
Disamping komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Balangan juga memiliki 2 buah LCD dan 1 buah kamera digital.
E. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Bab | : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang
penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan
tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum
singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika

laporan.

Bab Il :  Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana
Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab Il :  Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja,

keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban
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pencapaian hasil tahun 2023

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari
Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
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PERENCANAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam
menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap
urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang
ditetapkan dalam RPJMD.

Visi Misi Kabupaten Balangan pada RPJMD 2021 - 2026 adalah
VISI :

“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN

YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA *

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya
merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk
menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera"
menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan
yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi
"Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta
situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan

dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan
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langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang

lebih maju dan sejahtera”, adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang

memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan
masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat
yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan

Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat

Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan

pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis,

aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten

Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta

membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi

terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat,
bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan
sepenuh hati.

Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk

dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di

bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih

maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan

misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan
Perkotaan;

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian
dan Perkebunan serta Pariwisata Kreatif;

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan;
Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai
Abdi Masyarakat dan Abdi Negara;

5. Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan

yang Harmonis dan Kondusif.

Adapun keterkaitan RPJMD 2021-2026 dengan Renstra Badan
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Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten

Balangan dapat

digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD 2021- 2026 dan Renstra 2021-2026

Harmonis Dan Kondusif

Sasaran

Terjaganya Kehidupan Sosial

Yang Kondusif

Visi Tujuan

Membangun Desa, Menata | Meningkatkan Rasa Aman dan
Kota Menuju Balangan | Harmonis dalam Hubungan Sosial
Yang Lebih Maju Dan | Kemasyarakatan

Sejahtera

Misi 5 Sasaran

Mewujudkan Kehidupan | 1. Meningkatnya Pemetaan Daerah
Sosial, Budaya, dan Agama Potensi Konflik

serta  Pemerintahan  yang 2. Meningkatnya Wawasan Politik
Harmonis dan Kondusif Masyarakat

Tujuan Indikator Sasaran

Meningkatnya Kualitas | 1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang
Kehidupan Sosial, Budaya, Terpetakan

dan Agama Serta 2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Pemerintahan Yang

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik akan mendukung pelaksanaan Misi ke- 5 vyaitu Mewujudkan

Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis

dan Kondusif dengan tujuan Meningkatnya kualitas kehidupan sosial,
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budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif untuk
mencapai sasaran Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan
disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari

masing-masing misi.

Tabel 2.2
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan Indikator Tujuan

Meningkatkan Rasa Aman dan | Angka Konflik Sosial Bernuansa
Harmonis dalam Hubungan | SARA

Sosial Kemasyarakatan

Dalam mewujudkan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Balangan
dengan indikator Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara , Indikator tujuan
dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga
Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara yang dituangkan dalam Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai sasaran strategis

yaitu:
1. Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik
2. Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Indikator Kinerja Utama Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik adalah;
1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan

2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

Strategi yang diambil antara lain:

1. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
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Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik memiliki beberapa program prioritas:

1.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial

dan Budaya

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
Politik

Tabel 2.3
Matriks Renstra 2021 - 2026
Sasaran Indikator Formula Target
Sasaran Perhitungan 15021 | 2022 | 2023 [2024 | 2025 | 2026

Meningkatnya | Persentase Jumlah 100 | 100 |100 | 100 100 | 100
Pemetaan Daerah Rawan | Daerah
Daerah Konflik yang | Potensi
Potensi Terpetakan Konflik yang
Konflik dipetakan /

Jumlah

Daerah

Potensi

Konflik

x100%
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Meningkatnya
Wawasan
Politik
Masyarakat

Tingkat
Partisipasi
Politik

Masyarakat

Jumlah
Orang

Politik
Jumlah
Pemilih
Tetap
100%

Mendapatka

n Wawasan

1,2%

yang

/

X

2,9%

7,8% | 12,6% 17%

21,3%

Dari tabel matriks renstra 2021-2026, dapat diketahui bahwa target

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa yaitu:

1. Persentase Pemetaan Daerah Potensi Konflik

2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

B. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2023 mengacu pada Rencana Strategis penyesuaian 2021-2026 Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, dengan tujuan

Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial

Kemasyarakatan untuk mencapai sasaran :

1. Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik

2. Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat

Tabel 2.4
Perencanaan Kinerja tahun 2023
) Target
) Indikator }
Tujuan ) Sasaran Indikator Sasaran Tahun
Tujuan
2023
Meningkatkan Angka Meningkatnya Persentase Daerah | 100%
Rasa Aman dan | Konflik Pemetaan Rawan Konflik yang
Harmonis dalam | Sosial Daerah Potensi | Terpetakan
Hubungan Bernuansa Konflik
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Sosial SARA
Kemasyarakatan

Meningkatnya Tingkat  Partisipasi | 7,8%
Wawasan Politik | Politik Masyarakat

Masyarakat

Dari tabel diatas perencanaan kinerja tahun 2023, Target kinerja
persentase daerah rawan konflik yang terpetakan sebanyak 100% dan
Tingkat partisipasi politik Masyarakat sebesar 7,8%.

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah pada tahun 2023 sesuai
dengan Renja Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 33.138.442.066,-,- dari
jumlah anggaran sebesar Rp. 12.851.552.134,- APBD murni tahun
2023.

Dari anggaran tersebut mendanai beberapa program:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan
indikator kinerja Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat
Daerah yang disusun.

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan indikator
Jumlah Dokumen RKA Badan Kesbangpol.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD,dengan indikator
Jumlah Dokumen DPA Badan Kesbangpol

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/
Semesteran SKPD, dengan indikator kinerja Persentase laporan

keuangan.
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3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undang.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik
3) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
4) Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ldeologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
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c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai
Politik, Pemelihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan =~ Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik,
Pemilihan ~ Umum/PemilihanUmum  Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah

2) Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah
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e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial,
Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan
Kepercayaan di Daerah

2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1.Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan
Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan
Konflik di Daerah

2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang

3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di
Daerah

4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
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Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta

Penanganan Konflik di Daerah

5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpina Daerah Kabupaten/Kota

C. Indikator

Kinerja

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Balangan pada tahun 2021-2026 dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Eselon Il Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan

Politik Masyarakat

Politik Masyarakat

Mendapatkan
Wawasan Politik /
Jumlah Pemilih
Tetap x 100%

Meningkatnya Pemetaan | Persentase Daerah | Jumlah Daerah | 100%
Daerah Potensi Konflik Rawan Konflik yang | Potensi Konflik yang
Terpetakan dipetakan / Jumlah
Daerah Potensi
Konflik X100
Meningkatnya Wawasan | Tingkat Partisipasi | Jumlah Orang yang | 7,8%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada tahun 2021-

2026 vyaitu :

1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan untuk mencapai

sasaran Meningkatnya Pemetaaan Daerah Potensi Rawan Konflik

2. Tingkat Partisipasi

Politik Masyarakat untuk mencapai

Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat
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D. Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Balangan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kepala Badan

KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET TARGET BERTAMBAH
NO (SASARAN KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
STRATEGIS) PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
1) 2 3) 4) (©) (6)
1 | Meningkatnya Persentase
Pemetaan Daerah Daerah Rawan
Potensi Konflik Konflik yang 100% 100%
Terpetakan
2 | Meningkatnya Tingkat
Wawasan Politik Partisipasi Politik
Masyarakat Masyarakat - 7,8%
Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Sekretaris
TARGET TARGET BERTAMBA
N KINERJA INDIKATOR SEBELUM SETELAH H ATAU
(@) (SASARAN) KINERJA PERUBAHA | PERUBAHA | BERKURAN
N N G
1) 2) 3) (4) (©) (6)
1 | Tersedianya Komponen | Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket
Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
2 | Tersedianya Barang Jumlah Paaket 1 Paket 1 Paket
Cetakan dan Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
3 | Tersedianya Bahan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan

Bacaan dan Peraturan Penyediaan Jasa
Perundang-undangan Surat Menyurat

4 | Terlaksananya Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Penyediaan Jasa Surat | Penyediaan Jasa
Menyurat Surat Menyurat

5 | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

6 | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan | 12 Laaporan
Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
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7 | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
8 | Terlaksananya Jumlah Sarana dan 2 Unit 2 Unit
Pemeliharaan/Rehabilit | Prasarana Gedung
asi Sarana dan Kantor atau
Prasarana Gedung Bangunan Lainnya
Kantor atau Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilit
asi
9 | Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan 24 Unit 20 Unit
Pemeliiharaan, Biaya, Perorangan Dinas
Pemeliharaan dan atau Kendaraan
Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau | Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
10 | Terlaksananya Jumlah Laporan 620 Laporan | 666 Laporan
Penyelengngaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
11 | Terlaksananya Jumlah Orang yang 10 OP 14 OP
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan
Implementasi Peraturan | Teknis Implementasi
Perundang-undangan Peraturan
Perundang-undangan
12 | Tersedianya Pakaian Jumlah Paket 2 Paket 2 Paket
Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas
Kelengkapan Beserta Atribut
Kelengkapan
Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan
KINERJA INDIKATOR TARGET TARGET BERTAMBAH
NO (SASARAN) KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
1) 2) 3) (4) 5) (6)
1 | Meningkatnya Meningkatnya 100% 100%
Peran Partai | Peran Partai
Politik dan | Politik dalam
Lembaga Peningkatan
Pendidikan Wawasan Politik
Melalui Masyarakat
Pendidikan Politik | Persentase Parpol
dan yang Aktif
Pengembangan
Etika serta
Budaya Politik
2 | Meningkatnya Meningkatnya 100% 100%
Pemberdayaan Peran Ormas
dan Pengawasan | dalam
Organisasi Pencegahan
Masyarakat Potensi Konflik
Persentase Ormas
yang Aktif
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Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Kepala Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

KINERJA INDIKATOR TARGET TARGET BERTAMBAH
NO (SASARAN) KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
(@) ) 3) 4) 5 (6)
1 | Meningkatnya Pemahaman | Angka Potensi - 1
Masyarakat terhadap Konflik Sosial
Ideologi Pancasila dan Berlatar
Wawasan Kebangsaan Belakang Suku,
Ras/Etnis dan
Antar Golongan
yang Tertangani
2 | Meningkatnya Penanganan | Angka Potensi - 1
Potensi Konflik Ekonomi, Konflik Sosial
Sosial, Budaya dan Agama | Berlatar
Belakang
Ekonomi, Sosial
Budaya dan
Agama yang
Tertangani
Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik
KINERJA TARGET TARGET BERTAMBAH
UTAMA INDIKATOR
NO (SASARAN KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
STRATEGIS) PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
1) ) 3) 4) 5) (6)
1 Meningkatnya Persentase Daerah 100% 100%
Pemetaan Daerah | Rawan Konflik yang
Potensi Konflik Terpetakan
Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
KINERJA INDIKATOR TARGET TARGET BERTAMBAH
NO (SASARAN) KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
(€] ) (©) (4) (5) (6)
1. | Tersedianya Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket
Komponen Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan | Bangunan Kantor
Bangunan Kantor | yang Disediakan
2. | Tersedianya Jumlah Paket 10 paket 10 Paket
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan Kantor
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Kantor yang Disediakan
3. | Tersedianya Jumlah Paket Barang 1 Paket 1 Paket
Barang Cetakan Cetakan dan
dan Penggandaan | Penggandaan yang
Disediakan
4. | Tersedianya Jumlah Paket Barang 1 Dokumen 1 Dokumen
Bahan Bacaan dan | Cetakan dan
Peraturan Penggandaan yang
Perundang- Disediakan
undangan
5. | Terlaksananya Jumlah Laporan 12 bulan 12 Bulan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat
6. | Tersedianya Jasa | Jumlah Laporan 12 bulan 12 Bulan
Komunikasi, Penyediaan Jasa
Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber
dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
7. | Tersedianya Jasa | Jumlah Laporan 12 bulan 12 Bulan
Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
8. | Tersedianya Jasa | Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Pelayanan Umum | Penyediaan Jasa
Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
9. | Terlaksananya Jumlah Sarana dan 2 Unit 2 Unit
Pemeliharaan/Reh | Prasarana Gedung
abilitasi Sarana Kantor atau Bangunan
dan Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor Dipelihara/Direhabilita
atau Bangunan si
Lainnya
10 | Tersedianya Jasa | Jumlah Kendaraan 24 Unit 20 Unit
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Biaya, atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan | Jabatan yang
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Perorangan Dinas | Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
11 | Terlaksananya Jumlah Laporan 620 Laporan 666 Laporan
penyelanggaraan Penyelenggaraan
rapat koordinasi Rapat Koordinasi dan
dan konsultasi Konsultasi SKPD
SKPD
12 | Terlaksananya Jumlah Orang yang 10 OP 14 OP
Bimbingan Teknis | Mengikuti Bimbingan
Implementasi Teknis Implementasi
Peraturan Peraturan
Perundang- Perundangan-
undangan undangan
13 | Tersedianya Jumlah Paket Pakaian 2 Paket 2 Paket

pakaian dinas
beserta atribut
kelengkapan

Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
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Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan

KINERJA INDIKATOR TARGET TARGET BERTAMBAH
NO (SASARAN) KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
(1) ) 3 4) 5) (6)
1 Tersusunnya Dokumen Jumlah 2 dokumen 2 dokumen
Perencanaan Perangkat | Dokumen Renja
Daerah Perangkat
Daerah yang
disusun
2 Tersedianya Dokumen Jumlah 2 Dokumen 2 Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan | Dokumen RKA-
Hasil Koordinasi SKPD dan
Penyusunan Dokumen Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi
3 Tersedianya Dokumen Jumlah 2 Dokumen 2 Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan | Dokumen DPA-
Hasil Koordinasi SKPD dan
Penyusunan Dokumen Laporan Hasil
DPA-SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
4 Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja | dan Ikhtisar
SKPD dan dan Laporan Realisasi Kinerja
Hasil Koordinasi SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil
Capaian Kinerja dan Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Penyusunan
SKPD Laporan Capaian
Kinerja
5 Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang 17 Orang 17 Orang
Tunjangan ASN yang Menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN
6 Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Keuangan Akhir
Tahun SKPD
dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporann
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
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7 Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 18 Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem | Bulanan/Triwulan
esteran SKPD dan an/Semesteran
Laporan Koordinasi SKPD dan
Penyusunan Laporan Laaporan
Keuangan Koordinasi
Bulanan/Triwulanan/Sem | Penyusunan
esteran SKPD Laaporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Politik Dalam Negeri)
w|  Knema [ nowon | JARCET [ TARCET - [SERTAA
(SASARAN) KINERJA
PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
1) 2 3 4) (©) (6)
1 | Terlaksananya Jumlah laporan 9 Laporan 9 Laporan
Monitoring, evaluasi Hasil Monitoring,
dan Pelaporan di Evaluasi dan
Bidang Pendidikan Pelaporan di
Politik, Peningkatan Bidang
Demokrasi, Fasilitasi Pendidikan
Kelembagaan Politik, Etika
Pemerintahan, Budaya Politik,
Perwakilan dan Partai Peningkatan
Politik, Pemilihan Demokrasi,
Umum/Pemilihan Fasilitasi
Kepala daerah, Serta Kelembagaan
Pemantauan Situasi Pemerintahan,
Politik Daerah Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan
Situasi Politik di
daerah
Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan)
KINERJA INDIKATOR TARGET TARGET BERTAMBAH
NO (SASARAN) KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
@ @) ©) (@) (5) 6)
1 | Meningkatnya Persentase Ormas 100% 100%
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Pemberdayaan dan | yang Aktif
Pengawasan Organisasi
Masyarakat

Tabel 2.15

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Jf Analis Kebijakan Ahli Muda

(Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi ,Sosial,Budaya Dan Agama)

KINERJA INDIKATOR TARGET TARGET BERTAMBAH
NO (SASARAN) KINERJA SEBELUM SETELAH ATAU
PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
1) 2 3) 4) (©) (6)
1 | Terlaksananya koordinasi | Jumlah Orang 35 unsur 35 Unsur
di Bidang Ketahanan yang Mengikuti
Ekonomi, Sosial, Budaya Koordinasi di
dan Fasilitasi Pencegahan | Bidang
Penyalahgunaan Ketahanan
Narkotika, Fasilitasi Ekonomi, Sosial,
Kerukunan Umat Budaya dan
Beragama dan Fasilitasi
Penghayatan Pencegahan
Kepercayaan di Daerah Penyalahgunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
2 | Terlaksananya Monitoring, | Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
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Tabel 2.16
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan)

BERTAMBAH
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR STIQESITE?_ILEJ-KA STI'EATRECI;_E:-I ATAU
(SASARAN STRATEGIS) KINERJA PERUBAHAN PERUBAHAN BERKC;JRAN
1) 2 3) 4) (©) (6)
1 | Terlaksananya Koordinasi | Jumlah Orang 53 Unsur 53 Unsur
di Bidanng Ideologi | yang Mengikuti
Wawasan Kebangsaan, | Koordinasi di
Bela Negara, Karakter | Bidang Ideologi
Bangsa, Pembauran | Wawasan
Kebangsaan, Bhineka | Kebangsaan,
Tunggal lka dan Sejarah | Bela Negara,
Kebangsaan Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bhineka
Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan
2 | Terlaksananya Monitoring, | Jumlah 3 Laporan 3 Laporan
Evaluasi dan Pelaporan di | Laporan Hasil
Bidang Ideologi Wawasan | Monitoring
Kebangsaan, Bela Negara, | Evaluasi dan
Karakter Bangsa, | Pelaporan di
Pembauran Kebangsaan, | Bidang Ideologi
Bhineka Tunggal lka dan | Wawasan, Bela
Sejarah Kebangsaan Negara,
Karakter
Baangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bhineka
Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan
Tabel 2.17
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analis Kebijakan Ahli Muda
( Sub Koordinator Bidang Penanganan Konflik)
KINERJA UTAMA TARGET gé‘TRE(I;_iTH IiiR;_?K/IS
NO (SASARAN INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHA | BERKURA
STRATEGIS) PERUBAHAN N NG
1) 2) 3) 4) 5) (6)
1 | Terlaksananya Kebijakan | Persentase Daerah 100% 100%

di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja

Rawan Potensi konflik

yang terawasi

Laporan Kinerja 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

o




Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Terlaksananya
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah rapat
koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Serta
Penanganan Konflik di
Daerah

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah koordinasi
deteksi dini konflik
sosial

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Terlaksananya Forum
Koordinasi Perangkat
Daerah

Jumlah Fasilitasi
Forkopimda

7 Kegiatan

7 Kegiatan
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam
mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena
merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan
terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang
mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu
sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian
realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja
yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan
Tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan
antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan
realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan
Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian
indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran
strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.
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Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan

Rentang
Capaian

91% < 100%

76% < 90%

66% < 75%

51% < 65%

< 50%

Dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kategori Kinerja

Sangat Tinggi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam

mencapai sasaran strategis Tahun 2021-2026 telah menetapkan tujuan

strategis yang pada tahun keduanya telah berhasil mencapai tujuan yaitu:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN INDIKATOR TARGET | REALISASI REALISASI | CAPAIAN
TUJUAN 2022 2023 S/D 2023
Meningkatkan Angka
Rasa Aman dan | Konflik 0 .
Harmonis Dalam | Sosial 0 0 100%
Hubungan Sosial | Bernuansa
Kemasyarakatan | Sara
Capaian Indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Balangan “Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara” adalah
100%, hal ini dikarenakan tidak ada konflik yang terjadi sampai tahun

2023. Untuk mencapai Tujuan “Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis

Dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan”, didukung oleh program yang

telah dilaksanakan Badan Kesatuan bangsa dan Politik yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
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2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya
5.Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 diukur dari
pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian
Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 pada
seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun
kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Adapun hasil Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di

tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensin Konflik

INDIKATOR KINERJA

NO TARGET REALISASI | CAPAIAN KATEGORI

UTAMA

Persentase Daerah Rawan

1 100% 100% 100% Sangat Tinggi

Konflik yang Terpetakan

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat

Tingkat Partisipasi Politik -
2 7,8% 7,8% 100% Sangat Tinggi

Masyarakat

Rata-Rata Capaian 100% Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat
diketahui bahwa semua Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023, secara
rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100% yang

dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan
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Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai dan
berhasil dilaksanakan dengan capaian rata-rata = 100% dengan katagori
Sangat Tinggi, dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan
capaian rata-rata = 93,50% maka terjadi peningkatan sasaran kinerja

sebesar 6,5%

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan

indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensin Konflik

INDIKATOR TARGET | REALISASI CAPAIAN KATEGORI
KINERJA UTAMA
Persentase Daerah 100% 100% 100% Sangat

Rawan Konflik yang . .
Terpetakan Tingg

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Persentase Daerah Rawan
Konflik yang Terpetakan” pada tahun 2023 sebesar 100% dengan
kategori Sangat Tinggi.

Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan di targetkan
100%, dimana pada tahun 2023 ini terdapat kejadian yang berpotensi
menjadi konflik sosial sebanyak 5 kasus di 8 Kecamatan, Jumlah
Daerah Potensi Konflik yang dipetakan sepanjang tahun 2023 sebanyak
8 Daerah potensi konflik dan jumlah Daerah potensi konflik sendiri
berjumlah 8 Kecamatan dan 5 Kasus potensi konflik sosial yang
terindikasi dapatmenyebabkan konflik sosial di masyarakat semuanya
sudah ditangani dan tidak menimbulkan konflik. Indikator Persentase
Daerah Rawan Konflik yang dipetakan ini didapat dari pengukuran
berikut:

Persentase Daerah | Jumlah Daerah Potensi Konflik yang dipetakan
Rawan Konflik = Jumlah Daerah Potensi Konflik X100
100% = | 8 Kecamatan
8 Kecamatan AU
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Adapun capaian tersebut disupport oleh Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan
fasilitasi penanganan konflik sosial didaerah melalui koordinasi tim terpadu
penanganan konflik, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forkopimda
dan Tim Puskomin, semua tim tersebut terdiri dari Pemerintah Kabupaten
Balangan, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, BPN, Kemenag, BAIS dan BIN
yang yang menghasilkan informasi-informasi terkait potensi konflik didaerah

dan melakukan penyelesaian terhadap potensi konflik tersebut.

Dari hasil pemetaan terhadap Daerah Rawan Konflik sebanyak 8
(Delapan) Kecamatan, yang ditargetkan 8 Kecamatan, realisasi
keseluruhannya dapat dipetakan, sehingga capaian Indikator kinerja
‘Persentase Daerah Rawan Konflik yang terpetakan” tercapai 100%,
dengan terdapatnya 5 (Lima) potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik

politik dan potensi konflik sosial budaya seperti yang digambarkan

Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian Indikator sasaran
“Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan”, diantaranya ada faktor
Internal dan faktor Eksternal.

1. Faktor Internal :

- Adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan secara
aturan dengan :

% Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/Kum Tahun 2022
Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten
Balangan Tahun 2022.

% Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/327/Kum Tahun
2022 Tentang Tim Kewaspadaan Dini  Pemerintah
DaerahKabupaten Balangan Tahun 2022

% Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/347/Kum Tahun
2022 Tentang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi
Kewaspadaan dini Kabupaten Balangan Tahun 2022.

% Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/529/Kum Tahun
2022 Tentang Forum Kewaspadaan dini Masyarakat Tingkat
KabupatenBalangan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik @



- Adanya dukungan APBD Murni Tahun 2023 dan APBD Perubahan
Tahun 2023.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2. Faktor Eksternal :

- Terjalinnya kerjasama yang baik dan berkesinambungan dari instansi
vertikal sebagai mitra dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam
koordinasinya untuk membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan
permasalahan potensi konflik yang akan ataupun yang sudah terjadi
dalam tahun 2023.

- Peran serta masyarakat dalam hal lapor cepat kepada Tim
Koordinasi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik daerah terhadap
permasalahan, baik yang menyangkut potensi-potensi permasalahan
yang berkembang dilingkungannya sehingga akan menimbulkan
konflik yang akan meluas.

- Terjalinnya koordinasi dan konsultasi yang baik dengan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan terkait

pelaksanaan maupun penyampaian laporan hasil kegiatan tersebut.

Dalam proses pencapaian indikator kinerja Persentase Daerah
Rawan Konflik yang terpetakan, diantaranya ada faktor yang dapat
menghambat pencapaian kinerja tersebut yaitu belum optimalnya
singkronisasi data intelijen dan Masyarakat tentang potensi konflik sampai
tingkat desa yang menjadi sumber data pemetaan Daerah Rawan Konflik.
Adapun strategi untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat dilakukan
dengan:

1. Menjalankan Operasi Aplikasi SIKANDA sebagai Bank data
Kewaspadaan terhadap Potensi Konflik di wilayah Kabupaten Balangan.

2. Perlu ditingkatkan lagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
dan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa
sebagai early warning terhadap kejadian/ peristiwa yang akan
menimbulkan potensi konflik

3. Perlu di tingkatkan lagi kegiatan Timdu PKS untuk kedepannya dalam hal
lebih memfokuskan rencana aksinya sesuai dengan tupoksi instansi nya
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masing-masing.

4. Koordinasi lebih intens dengan Provinsi/ Pusat untuk bisa menjadi mitra
dalam kegiatan tersebut sehingga terjalinnya sinkronisasi update data
Kewaspadaan/Deteksi Dini serta potensi-potensi konflik dan penyusunan

rencana aksi daerah baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi/
pusat.

Perbandingan capaian Persentase Daerah Rawan Konflik yang
Terpetakan tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2022, dan target
ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Skor Persentase Daerah Rawan Konflik yang terpetakan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Capaian Kinerja Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan di

tahun 2023 sama halnya dengan capaian kinerja ditahun 2022 dari hasil
pemetaan terhadap Daerah Rawan Konflik sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan

yang ditargetkan 8 Kecamatan, realisasi keseluruhannya dapat dipetakan.

Grafik Persentase

Daerah Rawan
Konflik yang
Terpetakan

[EEY
o
o

Persgptase
o

Tahun 2021

Tahun 2022
Capaian Persentase Daerah Rawan Konflik yang terpetakan
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Sasaran 2 : Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET | REALISASI [CAPAIAN

o o
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat 7,8% 7% oo
RATA- RATA CAPAIAN 100%

Realisasi Capaian Kinerja dari Indikator Tingkat Partisifasi Politik Masyarakat pada tahun
2023 sebesar 100% dengan katagori sangat Tinggi Jumlah Pemilih Tetap pada tahun 2023
sebanyak 96.016 yang terdiri dari Mayarakat umum, pemilih pemula (Pelajar) , Veteran/
Pensiunan TNI / Polri dan Ormas.

Cakupan Masyarakat yang sudah mendapat wawasan Politik sebanyak 7.489 orang atau
7,8% dari jumlah pemilih tetap. Masarakat yang mendapat wawasan politik adalah
Masyarakat yang berdomisili di seluruh wilayah kabupaten Balangan.

Dengan demikian maka target indikator Tingkat partisifasi politik Masyarakat sebesar 100%
telah tercapai.

Indikator partisipasi politik Masyarakat didapat dari pengukuran berikut

Tingkat Partisipasi Jumlah Orang Yang Mendapatkan Wawasan Politik
Politik Masyarakat = | Jumlah Pemilih Tetap X100

7,8% = | 7.489 Orang
96.016 Orang

X100

Capaian Tersebut didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta
Budaya Politik dengan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik melalui Sosialisasi pada Pemilih tetap

Pencapaian Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Balangan Tahun 2023 yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Utama

Kepala Badan (Esselon Il) didukung dengan adanya pencapaian kinerja dari
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IKU Esselon Ill. IKU Esselon Il inilah yang menjawab dari hasil pencapaian
kinerja Program.

2022 2023 nggi;‘“
INDIKATOR thd
Capaian | Target | Realisasi | Capaian 202%

Meningkatnya

. [0)
Nilai SAKIP dan 100% 73.80 73,80

0 0
Nilai IKM 100% 100,64%

Perangkat -

Daerah 84,70 84,70

Sekretariat dimana yang bertanggunggung jawab terhadap pencapaian IKU
Esselon 3 ini adalah Sekretaris. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Indikator Nilai (Predikat)
Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun
2023 dimana Laporan Kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Balangan adalah Laporan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk nilai
dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 73,80 dengan
kategori BB atau Sangat Baik. Jadi untuk indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas
Kinerja capaiannya sebesar 100% dengan target nilai BB (73,80).

Capaian kinerja sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023
sama dengan tahun 2022, yaitu mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai (Predikat)

Akuntabilitas Kinerja adalah:

Formulasi Perhitungan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Balangan
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2022 2023 Capaian

INDIKATOR A2z

Capaian | Target | Realisasi | Capaian thdp

2026

Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Potensi Konflik

yang

Terselesaikan

Capaian Kinerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
dengan Indikator kinerja “Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan” tercapai
100%, dengan terdapatnya 5 (Lima) potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik
politik dan potensi konflik sosial budaya, yang seluruh potensi konflik tersebut
sudah ditindaklanjuti.

Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sama halnya tercapai
100% dengan terdapatnya 6 potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik
ekonomi, potensi konflik politik dan potensi konflik social budaya, yang semua

potensi konflik sudah ditindaklanjuti.

2022 2023 Capaian
INDIKATOR 2028
Capaian | Target | Realisasi | Capaian thdp
2026
Angka Pontesi 100% |1 Angka | 1 Angka | 1 Angka 100%
Konflik Sosial
Berlatar
Belakang Suku
Ras/Etnis dan
Antar Golongan
Yang tertangani

Laporan Kinerja 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik @



2022 2023 nggi;‘”
INDIKATOR thdp
C i T t | Realisasi | C i
apaian arge ealisasi apaian 2026
Angka Potensi 100% 1 Angka | 1 Angka | 1 Angka 100%

Konflik
Berlatarbelakang
Suku Ras/Etnis
dan Antar
Golongan yang

tertangani

Capaian kinerja Kepala Bidang ldeologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dengan indikator kinerja :

1. Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif memperoleh capaian 100% dengan

jumlah ormas keagamaan yang aktif dikabupaten Balangan sebanyak 5 ormas

keagamaan dari jumlah ormas keagamaan yang melapor, terdaftar dan berbadan

hukum sebanyak 5 ormas keagamaan.

Tabel 3.9

Daftar Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Yang Melapor,
Terdaftar Dan Berbadan Hukum

BIDANG NO SK /BADAN NETERANE AN
NO NAMA ORMAS KEGIATAN HUKUM STATUS BADAN
HUKUM
1 | Yayasan Ma’arif Keagamaan AHU - Terdaftar di
Nahdlatul Ulama 2339.AH.01.04. Kementerian
Kabupaten Balangan Tahun 2013 Hukum dan HAM
2 | Yayasan "Al-Hikmah | Keagamaan AHU- Terdaftar di
Hamarung” 0013087.AH.01. Kementerian
04 Tahun 2017 | Hukum dan HAM
3 | Yayasan Pondok Keagamaan AHU- Terdaftar di
Pesantren Darur 0011673.AH.01. Kementerian
Abrar Al Hasaniyyah 04 Hukum dan HAM
4 | Yayasan Dewan Keagamaan | AHU-AH.01.06- Terdaftar di
Da’wah Islamiyah 0020247 Kementerian
Indonesia (YDII) Hukum dan HAM
5 | Yayasan Raudhatul Keagamaan AHU- Terdaftar di
Jannah Al Khair 0002963.AH,01, Kementerian
04 Tahun 2022 | Hukum dan HAM

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun

2023 sama halnya memperoleh

capaian 100% dengan jumlah ormas keagamaan yang aktif sebanyak 4 ormas
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keagamaan yang aktif dari jumlah ormas keagamaan yang melapor, terdaftar dan

berbadan hukum sebanyak 4 ormas keagamaan.

Jumlah Ormas Keagamaan yang Aktif

Jumlah Ormas Keagamaan yang terdaftar

X 100

2. Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat memperoleh capaian 100% dengan

jumlah kelompok masyarakat yang aktif sebanyak 6 kelompok masyarakat dari 6

kelompok masyarakat yang berada dibawah Forum Pembauran Kebangsaan

Kabupaten Balangan.

Tabel 3.10

Daftar Kelompok Masyarakat Yang Berada Di Bawah
Forum Pembauran Kebangsaan

NAMA KELOMPOK BIDANG
NO | MASYARAKAT KEGIATAN ALAMAT STATUS
1 | LEMBAGA BALAI Kelembagaan Desa Mamigang RT. Aktif
ADAT KINAKAN Adat 05 Kecamatan Halong
Kab. Balangan
2 | LEMBAGA BALAI Kelembagaan Desa Uren RT. 01 Aktif
ADAT SANGKAR Adat Kecamatan Halong
MANYURUNG Kab. Balangan
3 | LEMBAGA BALAI Kelembagaan Desa Uren RT. 05 Aktif
ADAT MUARA Adat Kecamatan Halong
AMBATA Kab. Balangan
4 | LEMBAGA BALAI Kelembagaan Jin. Rintisan RT.03 Aktif
ADAT LIBARU Adat Desa Binuang Santang
SUNGKAI Kec. Halong Kab.
Balangan
5 | LEMBAGA ADAT Kelembagaan JI. Belimbing RT. 03 Aktif
SUKU DAYAK Adat Desa Tabuan Kec.
MERATUS Halong
6 | LEMBAGA ADAT Kelembagaan Desa Kapul Kec. Aktif
SUKU DAYAK Adat Halong Kab. Balangan
BALANGAN

Perbandingan capaian Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakai tahun 2022

dengan tahun 2021 sama halnya memperoleh capaian 100% dengan jumlah

kelompok masyarakat yang aktif sebanyak 6 kelompok masyarakat dari 6 kelompok

masyarakat yang berada dibawah forum Pembauran Kebangsaan
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Jumlah Kelompok Masyarakat yang Aktif
X 100

Jumlah Kelompok Masyarakat yang ada diFPK

2022 2023 nggg‘“

INDIKATOR _ - _ thd

Capaian | Target | Realisasi | Capaian 2 02%
Persentase 81% 100% 100% 100% 100%

Parpol yang Aktif
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Ormas yang
Aktif

1. Persentase Parpol yang Aktif memperoleh capaian 100% dengan jumlah parpol
yang aktif sebanyak 22 parpol dari jumlah parpol sebanyak 22 parpol yang terdaftar
di Kabupaten Balangan
Perbandingan capaian persentase Parpol yang aktif di tahun 2021 sejumlah 81%
dengan jumlah parpol yang aktif sebanyak 17 Parpol dari 21 parpol yang terdaftar di

Kabupaten Balangan

Realisasi Persentase Parpol yang aktif di dapat dari Formulasi
Perhitungan

Jumlah Parpol Aktif

Persentase Parpol Yang

Aktif = Jumlah Parpol yang
terdaftar/diakui

X100
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2. Persentase Ormas yang Aktif memperoleh capaian 100% dengan jumlah ormas
yang aktif tahun 2022 sebanyak berjumlah 28 (dua Puluh Delapan) Organisasi
Kemasyarakatan dari 28 ormas yang terdaftar di Kabupaten Balangan dan
mendapatkan SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Perbandingan capaian dengan tahun 2021 sama halnya meperoleh capaian 100%
dengan jumlah ormas yang aktif sebanyak 18 ormas dari 18 ormas yang terdaftar di
Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkum HAM.

Capaian kinerja eselon lll rata-rata sangat tinggi, capaian tersebut diatas disupport
oleh semua program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan yang berjumlah 5 (lima) Program ditambah dengan 1(satu)

Program penunjang yaitu program sekretariat.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Eselon 1V / Jf Analis Kebijakan Ahli Muda

Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen
1 | Perencanaan Perangkat Renja Perangkat 100% 2 2 100%
Daerah Daerah yang disusun

Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
2 | Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

100% 2 2 100%

Persentase ASN

Tersedianya Gaji dan yang terbayarkan gaji
Tunjangan ASN dan tunjangan sesuai
ketentuan perundang

100% 100% 100% 100%

Laporan Kinerja 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik \Qy/

-



undangan yang
berlaku

Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil

Persentase laporan
keuangan akhir tahun

4 R . 100% 100% 100% 100%
Koordinasi Penyusunan sesuai ketentuan
Laporan Keuangan Akhir perundang-undangan
Tahun SKPD
Tersedianya Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD dan Laporan Persentase laporan
5 g, U S ——— keuangan 100% 100% 100% 100%
y semesteran (laporan)
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Tersedianya Pakaian Jgr;;@n%eigggdaan
6 | Dinas beserta Atribut Eeserta 100% 100 98 98%
Kelengkapan
perlengkapannya
Terlaksananya Bimbingan Jumlqul EPElELLT Y]
Teknis Implementasi mengl .Ut' blmblngan
7 tehnis implementasi 100% 10 10 100%
Peraturan Perundang-
peraturan perundang-
Undangan
undangan
Jumlah bulan
Tersedianya Komponen penyediaan
8 | Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi 100% 12 12 100%
Bangunan Kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
jumlah komputer dan
perlengkapan
9 Tersedianya Peralatan dan kpmputer yang 100% 5 5 100%
Perlengkapan Kantor diadakan, jumlah
perlengkapan kantor
yang diadakan
Jumlah bulan
. pelaksanaan
10 e e penyediaan barang 100% 12 12 100%
dan Penggandaan
cetakan dan
penggandaan
Jumlah bulan
Tersedianya Bahan Bacaan Eggggg'zgg BENE
11 | dan Peraturan Perundang- 100% 12 12 100%
peraturan perundang-
undangan
undangan yang
diadakan
Terlaksananya Persentase
12 Penye_leng_garaan Rapat terselengga_ranya 100% 100% 100% 100%
Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi dan
SKPD konsultasi SKPD
Jumlah Waktu
13 Terlaksananya Penyediaan Penyediaan jasa 100% 12 12 100%

Jasa Surat Menyurat

surat menyurat
(bulan)
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Tersedianya Jasa

Jumlah waktu
terbayarnya tagihan

14 | Komunikasi, Sumber Daya jasa komunikasi, 100% 12 12 100%
Air dan Listrik sumber daya air dan
listrik
Tersedianya Jasa Peralatan Jumla_h wakiu
15 perbaikan peralatan 100% 12 12 100%
dan Perlengkapan Kantor "
kerja (bulan)
Jumlah waktu
16 Tersedianya Jasa Pelayanan | penyediaan jasa 100% 12 12 100%
Umum Kantor pelayanan umum
kantor
Tersed_lanya jasa jumlah bulan
Pemeliharaan, Biaya, emeliharaan rutin
17 | pemeliharaan dan pajak b 100% 12 12 100%
] /berkala kendaraan
kendaraan perorangan dinas 2 ]
" " dinas operasional
atau kendaraan dinas jabatan
Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah bulan
Sarana dan Prasarana pemeliharaan i o
= Gedung Kantor atau rutin/berkala gedung L 12 12 LD
Bangunan kantor
Lainnya
Terlaksananya Koordinasi di Jumlah koordinasi
: ya gugus tugas GNRM 100% 1 Keg 1 Keg 100%
Bidang Ideologi wawasan g
yang dilaksanakan
kebangsaan, Bela Negara,
19
Karakter Bangsa, Pembauran | jymlah fasilitasi
Kebangsaan, Bineka tunggal | pelaksanaan Forum
ika dan Sejarah kebangsaan | pembauran 100% | 2Keg | 2Keg 100%
Kebangsaan
Terlaksananya Kebijakan di Jumlah Pendidikan
Bidang pendidikan Politik, Politik
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
fasilitasi Kelembagaan
20 | Pemerintah, Perwakilan dan 100% 2 Keg 2 Keg 100%
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Terlaksananya Koordinasi di
Bidang Pendidkan Palitik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, .
e Jumlah kegiatan
Fasilitasi Kelembagaan Diskusi Politik dalam
21 | Pemerintahan, Perwakilan merumuskan 100% 1 Keg 1 Keg 100%
dan Partai Politik, Pemilihan "
I kebijakan
Umum/Pemilihan
UmumKepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
:
e 0 0
22 Bidang Pendidikan Poliik, verifikasi bantuan 100% laporan 9 laporan 100%

Etika Budaya Palitik,

parpol
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Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
Dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/PemilihanUmum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

23

Terlaksananya Koordinasi
dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan ormas dan
Ormas asing di Daerah

Persentase ormas
yang
direkomendasikan
untuk mendapatkan
SKT (Surat
Keterangan
Terdaftar)

100%

100%

100%

100%

24

Terlaksananya monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas asing di Daerah

Jumlah Ormas yang
dibina melalui monev

100%

Ormas

5 Ormas

100%

25

Terlaksananya koordinasi di
Bidang ketahanan Ekonomi,
sosial, Budaya dan Fasilitasi
pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayatan
Kepercayaan di Daerah

Jumlah fasilitasi
pelaksanaan P4GN
(koordinasi dan atau
pembinaan)

100%

1 Keg

1 Keg

100%

26

Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Fasilitasi
Pelaksanaan FKUB

100%

1 Keg

1 Keg

100%

27

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang kewaspadaan Dini,
kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Persentase Daerah
Rawan Potensi
konflik yang terawasi

100%

100%

100%

100%

Jumlah Fasilitasi
FKDM

100%

4 Keg

4 Keg

100%
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Terlaksananya Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Jumlah rapat
Pemantauan Orang Asing, koordinasi di Bidang
Tenaga Kerja Asing dan Kewaspadaan Dini,
Lembaga Asing, Kerjasama Intelijen,
49 Kewaspadaan Perbatasan Pemantauan Orang L0 e IREE —
Antar Negara, Fasilitasi Asing, Serta
Kelembagaan Bidang Penanganan Konflik
Kewaspadaan, Serta di Daerah
Penanganan Konflik di
Daerah
Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Jumlah koordinasi
30 | Lembaga asing, deteksi dini konflik 100% 4 Keg 4 Keg 100%
Kewaspadaan Perbatasan sosial
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di
Daerah
Terlaksananya Forum Jumlah Easilitasi
31 | Koordinasi Pimpinan Daerah . - 7 Keg 7 Keg 100%
Forkopimda
Kabupaten/Kota

Dari tabel diatas, Capaian Kinerja Eselon IV Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik dapat dikatakan sangat tinggi karena indikator kinerja seluruh

kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten

Balangan Tahun 2023 sebesar

Rp 32.113.042.961,-

dibandingkan

dengan anggaran sebesar Rp 33.138.442.066,- atau terealisasi sebesar

94,70 %. Realisasi belanja daerah ini berasal dari Belanja Operasi yaitu:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran
Pagu Anggaran HEElIsEE Persenta
No Jenis Belanja 2023 (Rp.) Angg(aF\EzSn) 2023 se (%)
31.919.961.461,00,
1. | Belanja Pegawai 3.078.470.134,- 90,15
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2. | Belanja Barang dan 4.434.602.600,- 3.001.457.643,00 94,79
Jasa
3 | Belanja Hibah 5.183.950.000,- 5.007.284.658,00 100
4 | Belanja Modal 154.529.400,- 193.081.500,00 98,67
Peralatan dan Mesin
5 | Belanja Modal Aset - - -
Tetap Lainnya
32.113.042.961,00,
Total 33.138.442.066,00,- 94,70
Tabel 3.13
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran
Rata-
A
e nggaran
Sasaran Indikator Capaian
% Target Realisasi %
(Kinerja)
Meningkatnya
Kewaspadaan Persentase
Masyarakat terhadap Daerah Rawan | 1450, | 1 562 478.000 | 1.262.478.000- | 91.88
Konflik yang )
Konflik Sosial Terpetakan
(91,88%)
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Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Dan Wawasan

Kebangsaaan Serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama vyaitu rata-

rata penyerapan anggaran dari 3 indikator kinerja dari sasaran tersebut

yaitu sebesar 95,71%. Sementara penyerapan anggaran yang lebih kecil

pada sasaran Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik

Sosial yaitu 91,88 %.
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Tabel 3.14

Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2023

NO

Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan

%
Kinerja

Pagu
Perubahan

Realisasi

% Realisasi

SASARAN 1 : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

100%

1.262.478.000

1.262.478.000

91.88

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

100%

1.262.478.000

1.262.478.000

91.88

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
kewaspadaan Dini, kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di Daerah

100%

987.143.000

972.205.748

92.66

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di Daerah

100%

107.822.000

107.160.000

94.52

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di Daerah

100%

69.732.800

69.099.600

93.14

Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

100%

107.806.900

93.535.200

74.41

SASARAN 2 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Dan Wawasan
Kebangsaaan Serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

100%

1,581,630,000

1,576,380,800

99.67

Perumusan kebijakan teknis
dan Pemantapan Pelakasanaan
Bidang ideologi Pancasila dan
karakter kebangsaan

100%

89.546.600

87.436.000

99.67

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi wawasan
kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran

100%

6.129.824.000

849.878.647

99.08
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Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

100%

483.189.600

474.765.550

98.86

Perumusan Kebijakan Teknis
dan pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintah, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan situasi politik

100%

483.189.600

474.765.550

98.86

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
fasilitasi Kelembagaan
Pemerintah, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

100%

483.189.600

474.765.550

96.53

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendidkan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
UmumKepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

100%

18.399.069.460

17.989.336.160

98.02

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan Dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/PemilihanUmum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

100%

783.174.900

780.149.052

99.15

PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI MASYARAKAT

100%

121.950.000

121.508.810

84.32

Perumusan kebijakan Teknis
dan Pemantapan pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

100%

121.950.000

121.950.000

84.32

Pelaksanaan Koordinasi dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan ormas dan Ormas
asing di Daerah

100%

121.993.600

121.508.810

97.89
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Pelaksaan monitoring Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
asing di Daerah

100%

368.161.500

187.545,500

67.58

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA

100%

96.28

Perumusan kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

100%

96.28

Pelaksanaan koordinasi di
Bidang ketahanan Ekonomi,
sosial, Budaya dan Fasilitasi
pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayatan Kepercayaan di
Daerah

100%

229.719.200

215.370.506

95.77

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

100%

75.857.200

75.653.100

98.28

Tabel

3.15

Analisa Efektif dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

NO

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Efektif/
Relevan

% Kinerja

% Realisasi % Efisien

SASARAN 1 : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Relevan

100

91.88

8.12

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Relevan

100

91.88

8.12

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
kewaspadaan Dini, kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di Daerah

Relevan

100

92.66

7.34

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Relevan

100

94.52

5.48
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Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga asing, Kewaspadaan Relevan 100 93.14 6.86
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,

Serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Forum Koordinasi Relevan 100 7441 25.59

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN 2 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Dan Wawasan
Kebangsaaan Serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

Relevan

100

99.67

0.33

Perumusan kebijakan teknis dan
Pemantapan Pelakasanaan Bidang
ideologi Pancasila dan karakter
kebangsaan

Relevan

100

99.67

0.33

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi wawasan kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka
dan Sejarah kebangsaan

Relevan

100

99.08

0.92

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Relevan

100

98.86

1.14

Perumusan Kebijakan Teknis dan
pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintah, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan situasi politik

Relevan

100

98.86

1.14

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,
Perwakilan dan Partai Palitik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Relevan

100

96.53

3.47

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendidkan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
UmumKepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Relevan

100

98.02

1.98

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Relevan

100

99.15

0.85
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Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan Dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/PemilihanUmum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
MASYARAKAT

Relevan

100

84.32

15.68

Perumusan kebijakan Teknis dan
Pemantapan pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Relevan

100

84.32

15.68

Pelaksanaan Koordinasi dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan ormas
dan Ormas asing di Daerah

Relevan

100

97.89

2.11

Pelaksaan monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas asing di Daerah

Relevan

100

67.58

32.42

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Relevan

100

96.28

3.72

Perumusan kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Relevan

100

96.28

3.72

Pelaksanaan koordinasi di Bidang
ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya
dan Fasilitasi pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayatan Kepercayaan di Daerah

Relevan

100

95.77

4.23

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Relevan

100

98.28

1.72

Efektif dan Efisiensi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya
sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
Berdasarkan tabel diatas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten semuanya Efektif / Relevan dan
Penggunaan Anggaran rata-rata efesien karena rata-rata kinerja tercapai
dengan sangat baik.

Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya

pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan

Laporan Kinerja 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik @



pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

C. Analisis Kinerja Lainnya
1. Rencana Aksi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berdasarkan

hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022

memperoleh kategori BB (Baik) atau nilai sebesar 73,80 dibandingkan

dengan nilai tahun 2021 sebesar 67,93 dengan kategori B (Baik). Dalam

hal ini ada kenaikan nilai akunakuntabilitas kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan politik sebesar 5,87.

Adapun rekomendasi dari Inspektorat agar melakukan perbaikan sebagai

berikut:

a. Untuk menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan
kinerja

b. Untuk menyusun SOP pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian
SKPD

c. Untuk menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengukuran
kinerja

d. Sebaiknya saat monev disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh
pimpina SKPD

e. Sebaiknya melampirkan jadwal kegiatan pengukuran kinerja setiP
triwulan

f. Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan atau
penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional

g. Mengajukan permintaan review laporan kinerja (LKJIP) tahun 2023
yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum
dilakukan evaluasi SAKIP dan review LPPD

h. Dokumen laporan kinerja sebaiknya menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

i. Sebaiknya dokumen laporan kinrja menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level
Nasional/Internasional (Bechmark Kinerja)

J. Untuk membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang
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telah diakui/diinformalkan

K. Untuk membuat peraturan/SK/SOP/petunjuk teknis mengenai
pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diakui atau
diinformalkan’

Adapun rencana aksi perbaikan yang dilakukan adalah:

a. Penyusunan dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan
kinerja

b. Penyusunan SOP pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD

c. Penyusunan dan penetapan SOP/pedoman teknis pengukuran
kinerja

d. Menyertakan daftar hadir monev yang ditandatangain oleh Kepala
Badan

e. Melampirkan jadwal kegiatan pengukuran kinerja setiP triwulan

f. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan atau
penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional

g. Mengajukan permintaan review laporan kinerja (LKJIP) tahun 2023
yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum
dilakukan evaluasi SAKIP dan review LPPD

h. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja
di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) dalam Dokumen
Laporan Kinerja

i. Sebaiknya dokumen Ilaporan kinrja menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi Kinerja di level
Nasional/Internasional (Bechmark Kinerja)

j.  Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah
diakui/diinformalkan

k. Membuat peraturan/SK/SOP/petunjuk teknis mengenai pedoman

evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diakui atau diinformalkan’
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BAB Iv

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun
dan disajikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
merupakan gambaran tentang pelaksanaan kinerja, serta anggaran program dan
kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Balangan.

Pada Periode Renstra Tahun 2021 -2026 telah ditetapkan indikator tujuan yang
sama dengan RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya dengan Indikator tujuan Angka
Konflik Sosial Bernuansa SARA. Capaian Indikator Tujuan pada awal tahun kedua
periode renstra ini juga 100% dari target 0 Angka Konflik dengan realisasi 0 angka
konflik. Hal ini karenakan potensi konflk yang muncul segera ditangani dan
dilakukan pemetaan serta pengawasan terhadap daerah-daerah yang berpotensi
konflik, dengan tujuan Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat.

Pencapaian tujuan ini disupport oleh program dan kegiatan serta subkegiatan yang
telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai sasaran:

1. Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik dengan capaian indikator

kinerja sangat tinggi yaitu 100%
2. Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat dengan capaian kinerja sangat

tinggi yaitu 100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada tahun 2023
memperoleh pagu anggaran sebesar Rp, 33.138.442.066,- dengan realisasi
anggaran sebesar RP. 32.113.042.961,-,- atau 94,70%

Adapun penghargaan yang diberikan terhadap Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Balangan dari Menteri Dalam Negeri atas partisipasi aktif dan kerjasamanya
dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional pembagian 10 juta benderaa
merah putih dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 kemerdekaan RI
Tahun 2023
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2. Piagam Penghargaan diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Balangan sebagai Peringkat Il capaian kinerja pelaporan rencana
aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023
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B. Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan antara lain karena adanya
komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Balangan. Namun demikian, untuk tahun 2023, Badan
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Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan terus berkomitmen untuk

mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip —

prinsip good governancedan clean governance.

Adapun upaya yang dilakukan adalah:

1.

Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis
maupun peningkatan strata pendidikan.

2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana dalam Pelayanan Publik.

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap partai politik dan

organisasi kemasyarakatan

Mendorong Ormas yang belum terdaftar untuk memperoleh SKT dari
Kemendagri / Kemenkum HAM

Koordinasi sinergitas, kerjasama dengan lintas sektor baik dengan
Forkopimda, FKUB, FPK maupun instansi lainnya.

Memperkuat Rencana Aksi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi
Mental di Kabupaten Balangan

Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Selatan dalan penentuan program prioritas yang
akan dilaksanakan

Paringin,  Februari 2024

e Kepala Badan
. Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten
-~ 20 "Ralangan
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